
URAIAN
INDIKATOR 

KINERJA
TARGET

INDIKATOR 

KINERJA
SATUAN

1 2 3 4 6 7 9

TW 1  : 0

TW 2  : 20

TW 3  : 0

TW 4  : 0

TW 1  : 0

TW 2  : 55

TW 3  : 0

TW 4  : 0

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 60

TW 1  : 56707

TW 2  : 56707

TW 3  : 56707

TW 4  : 56707

TW 1  : 9000

TW 2  : 9000

TW 3  : 9000

Meningkatka

n 

kesejahteraa

n dan taraf 

hidup 

masyarakat 

secara 

menyeluruh 

(M1)

Mewujudkan 

peningkatan 

dan 

pemerataan 

kesejahteraan 

masyarakat 

(T1)

Meningkatnya 

Kualitas 

manusia yang 

berdaya saing 

(S1)

Meningkatka

n 

Kesejahteraa

n Sosial dan 

Pemberdayaa

n Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak

Meningkatnya 

kesejahteraan 

Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial (PPKS)

Prosentase 

PMKS yang 

ditangani dan 

diberi bantuan 

sosial

43,43%

FORMULIR RENCANA AKSI 

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2023

MISI
TUJUAN 

RPJMD

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Penanggung 

JawabURAIAN TARGET

TUJUAN 

OPD

SASARAN 

RPJMD

5 8

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL

Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota

Prosentase Panti 

social yang 

menerima program 

pemberdayaan social 

melalui kelompok 

usaha bersama 

(KUBE) atau 

kelompok social 

ekonomi sejenis 

lainnya

Jumlah Data 

Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar,Anak 

Terlantar,Lanjut Usia 

Terlantar dan 

Gepeng yang masuk 

dalam Data Terpadu 

FM dan OTM

dokumen

Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN 

SOSIAL

Pendataan Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial 

Kesejahteraan KeluargaÂ 

Persen

Bidang 

Rehabilitasi 

dan 

Pemberdayaa

n Sosial

Jumlah sumber 

kesejahteraan sosial 

masyarakat yang 

ditingkatkan 

kompetensinya 

(kelompok)

kelompok

Bidang 

Perlindungan 

dan Jaminan 

Sosial

Jumlah fakir miskin 

yang di validasi (KK)
kk

jumlah keluarga miskin 

yang memperoleh 

bantuan sosial PKH 

(KK)

KK



TW 4  : 9000

TW 1  : 0

TW 2  : 100

TW 3  : 0

TW 4  : 0

TW 1  : 5

TW 2  : 70

TW 3  : 5

TW 4  : 5

TW 1  : 0

TW 2  : 50

TW 3  : 0

TW 4  : 0

TW 1  : 0

TW 2  : 1

TW 3  : 0

TW 4  : 1

TW 1  : 100

TW 2  : 100

TW 3  : 100

TW 4  : 100

TW 1  : 50

TW 2  : 75

PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA

Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam 

dan Sosial 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan

Terpeliharannya 

ketahanan 

bencana alam 

dan sosial

 100%Menyediak

an 

infrastruktu

r daerah 

yang 

memadai 

dan 

lingkungan 

yang 

berkualitas 

(M3) 

Meningkatka

n kapasitas 

dan kualitas 

infrastruktur 

daerah 

secara 

berkelanjuta

n (T3)

Terpeliharany

a kualitas 

lingkungan 

hidup dan 

ketahanan 

bencana (S7)

Meningkatk

an 

Kesejahtera

an Sosial 

dan 

Pemberday

aan 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak

Pemberian Bimbingan 

Sosial kepada Keluarga 

Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis 

dan Masyarakat

Penyediaan Permakanan

Prosentase 

Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar 

di Luar Panti Sosial 

yang direhabilitasi 

(orang)

Orang

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN 

SOSIAL

Fasilitasi Bantuan Sosial 

Kesejahteraan KeluargaÂ 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan 

Pengemis di Luar Panti 

Sosial

Pemberian Bimbingan 

Fisik, Mental, Spiritual, dan 

Sosial

Bidang 

Rehabilitasi 

dan 

Pemberdayaa

n Sosial

Jumlah  Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar,Anak 

Terlantar,Lanjut Usia 

Terlantar dan Gepeng 

yang mendapatkan 

Bimbingan 

Fisik,Mental dan 

Sosial sesuai Standar 

di 

Keluarga,Masyarakat,

Dinas Sosail,Rumah 

Orang

Jumlah bimbingan 

sosial yang 

dilaksanakan (kali)

kali

Jumlah Penyandang 

Disabilitas Terlantar,anak 

Terlantar,Lanjut Usia 

Terlantar dan Gepeng 

yang Menerima Paket 

Permakanan Sesuai 

Standar Gizi

orang

Bidang 

Perlindungan 

dan Jaminan 

Sosial

Jumlah  korban 

bencana yang 

menerima bantuan 

social selama masa 

tanggap darurat dalam  

1 tahun

Orang

Bidang 

Perlindungan 

dan Jaminan 

Sosial

jumlah keluarga miskin 

yang memperoleh 

bantuan sosial PKH 

(KK)

KK

Prosentase korban 

bencana alam dan 

sosial yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya pada saat 

tanggap darurat

%



TW 3  : 75

TW 4  : 50

TW 1  : 1

TW 2  : 2

TW 3  : 2

TW 4  : 2

TW 1  : 41

TW 2  : 41

TW 3  : 41

TW 4  : 41

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 3

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 180

TW 4  : 0

TW 1  : 41

TW 2  : 41

TW 3  : 41

TW 4  : 41

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 1

TW 1  : 0

TW 2  : 0

Bidang 

Kesetaraan 

Gender, 

Pemberdayaa

n Perempuan 

dan Anak

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM DATA 

GENDER DAN 

ANAK

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan PUG 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

 Meningkatnya 

pemberdayaan 

perempuan

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG)

50,76% Bidang 

Kesetaraan 

Gender, 

Pemberdayaa

n Perempuan 

dan Anak

Meningkatk

an 

kesejahtera

an dan 

taraf hidup 

masyarakat 

secara 

menyeluru

h (M1)

Mewujudkan 

peningkatan 

dan 

pemerataan 

kesejahteraa

n 

masyarakat 

(T1)

Meningkatny

a 

Pemberdayaa

n Gender (S3)

Meningkatk

an 

Kesejahtera

an Sosial 

dan 

Pemberday

aan 

Perempuan 

dan 

Sosialisasi Peningkatan 

Partisipasi Perempuan di 

Bidang Politik, Hukum, 

Sosial dan Ekonomi

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan 

Peningkatan Partisipasi 

Perempuan dan Politik, 

Hukum, Sosial dan 

Ekonomi

Penyediaan Data Gender 

dan Anak di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA

Penyediaan Makanan

Menyediak

an 

infrastruktu

r daerah 

yang 

memadai 

dan 

lingkungan 

yang 

berkualitas 

(M3) 

Meningkatka

n kapasitas 

dan kualitas 

infrastruktur 

daerah 

secara 

berkelanjuta

n (T3)

Terpeliharany

a kualitas 

lingkungan 

hidup dan 

ketahanan 

bencana (S7)

Meningkatk

an 

Kesejahtera

an Sosial 

dan 

Pemberday

aan 

Perempuan 

dan 

Perlindunga

n Anak

Bidang 

Perlindungan 

dan Jaminan 

Sosial

Jumlah  korban 

bencana yang 

menerima bantuan 

social selama masa 

tanggap darurat dalam  

1 tahun

Orang

PROGRAM 

PENGARUSUTAMA

AN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Prasyarat 

PUG yang terpenuhi

Jumlah perempuan 

yang mengikuti 

sosialisasi dibidang 

politik, hukum sosial 

dan ekonomi (orang)

Orang

Jumlah partisipasi 

perempuan dalam 

bidang hukum, politik, 

sosial dan ekonomi 

(kelompok)

Kelompok

syarat

Jumlah SKPD yang 

mengimplmentasikan 

prasarat PUG (OPD)

SKPD

Pemberdayaan 

Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, Sosial, 

dan Ekonomi pada 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah keterwakilan 

perempuan di DPRD
Orang

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis dan 

Penyajian Data Gender 

dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah data gender 

yang diolah 

(dokumen )

dokumen

umlah profil gender 

dan anak yang disusun 

(dokumen )



TW 3  : 0

TW 4  : 1

TW 1  : 2

TW 2  : 3

TW 3  : 3

TW 4  : 3

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 60

TW 4  : 0

TW 1  : 2

TW 2  : 3

TW 3  : 3

TW 4  : 3

TW 1  : 10

TW 2  : 10

TW 3  : 10

TW 4  : 10

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 0

Jenis TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

Bidang 

Kesetaraan 

Gender, 

Pemberdayaa

n Perempuan 

dan Anak

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM DATA 

GENDER DAN 

ANAK

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan, 

Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Menurunnya 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak

Prosentase 

kekerasan 

terhadap 

perempuan 

0,04%

Penyediaan Layanan 

Pengaduan Masyarakat 

bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penguatan dan 

pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan  

Perlindungan Perempuan 

Tingkat Kabupaten/Kota  

JenisJumlah sarana dan 

prasarana bagi 

korban kekerasan 

yang disediakan 

(jenis)

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Penyediaan  

Sarana  Prasarana  

Layanan  bagi Perempuan  

Korban  Kekerasan  

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan 

prasarana bagi korban 

kekerasan yang 

disediakan (jenis)

Orang

Jumlah masyarakat 

perempuan yang 

diberikan penyediaan 

layanan atas tindak 

kekerasan ( orang)

Orang

Jumlah  pengaduan / 

laporan yang 

ditindaklanjuti oleh 

unit pelayanan 

terpadu

kasus

Penyediaan Data Gender 

dan Anak di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah korban yang 

mendapatkan 

layanan bantuan 

hukum

UPTD PPA

Jumlah 

masyarakat/perempua

n yang mengikuti rapat 

korrdinasi dan 

sosialisasi 

pencegahan 

kekerasan terhadap 

perempuan dan anak  

(orang)

Orang

Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

umlah profil gender 

dan anak yang disusun 

(dokumen )



TW 4  : 0

0,02%
TW 1  : 10

TW 2  : 10

TW 3  : 15

TW 4  : 15

TW 1  : 10

TW 2  : 10

TW 3  : 15

TW 4  : 15

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 1

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 1

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

Menurunnya 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak

Prosentase 

kekerasan 

terhadap anak

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Penyediaan  

Sarana  Prasarana  

Layanan  bagi Perempuan  

Korban  Kekerasan  

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan 

prasarana bagi korban 

kekerasan yang 

disediakan (jenis)

Bidang 

Kesetaraan 

Gender, 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan Anak

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA
Peningkatan Kualitas 

Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak 

Anak Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah masyarakat 

yang diberikan 

konseling kualitas 

keluarga (orang)

Orang

Pengembangan Kegiatan 

Masyarakat untuk 

Peningkatan Kualitas 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah masyarakat 

yang diberikan 

konseling kualitas 

keluarga (orang)

Orang

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK
Pelembagaan PHA pada 

Lembaga Pemerintah, 

Nonpemerintah, dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

pendampingan 

pemenuhan hak atas 

anak  (kali)

kali

Bidang 

Kesetaraan 

Gender, 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan Anak
Advokasi 

Kebijakan dan 

Pendampingan 

Pemenuhan Hak 

Anak pada 

Lembaga 

Pemerintah, Non 

Pemerintah, 

Media dan Dunia 

Usaha 

Kewenangan 

Jumlah pendampingan 

pemenuhan hak atas 

anak  (kali)

kali

Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga 

penyedia layanan 

peningkatan kualitas 

hidup anak tingkat 

kabupaten ( 

lembaga)

lembaga



TW 4  : 1

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 1

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 3

TW 4  : 0

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 3

TW 4  : 0

TW 1  : 25

TW 2  : 50

TW 3  : 75

TW 4  : 100

TW 1  : 0

TW 2  : 1

TW 3  : 1

TW 4  : 0

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 1

TW 4  : 1

TW 1  : 1

TW 2  : 0

Menurunnya 

kekerasan 

terhadap 

perempuan dan 

anak

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

TAMAN MAKAM 

PAHLAWAN

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota

Misi 4 : 

Menciptak

an 

kepemerin

tahan dan 

pelayanan 

publik 

yang lebih 

baik

Meningkatk

an 

akuntabilita

s 

penyelengg

araan 

layanan 

urusan 

perangkat 

daerah 

Meningkatn

ya kualitas 

pelayanan 

publik (S9)

Meningkat

kan 

akuntabilit

as 

penyeleng

garaan 

layanan 

urusan 

perangkat 

daerah 

Meningkatnya 

kualitas dan 

pencapaian 

kinerja 

penyelenggaraa

n urusan 

perangkat 

daerah

Persentase 

capaian kinerja 

program 

perangkat daerah

100%

Jumlah Taman 

Makam Pahlawan 

yang dipelihara (unit)

Unit 

Bidang 

Perlindunga

n dan 

Jaminan 

Sosial

Jumlah Taman Makam 

Pahlawan yang 

dipelihara (unit)

Unit

Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK

Bidang 

Kesetaraan 

Gender, 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan Anak

Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga 

penyedia layanan 

peningkatan kualitas 

hidup anak tingkat 

kabupaten ( 

lembaga)

lembaga

Penguatan 

Jejaring antar 

Lembaga 

Penyedia 

Layanan 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Anak Tingkat 

Daerah 

Jumlah lembaga 

penyedia layanan 

peningkatan kualitas 

hidup anak tingkat 

kabupaten ( lembaga)

lembaga

Prosentase dokumen 

perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

perangkat  yang 

disusun tepat waktu

dokumen

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Perencanaan 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan yang 

disusun tepat waktu

dokumen

%

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat daerah

Koordinasi dan 

penyusunan 

dokumen RKA 

SKPD

Kordinasi dan 

penyusunan 

dokumen DPA 

SKPD

Kesekretaria

tan

Jumlah dokumen RKA 

SKPD yang disusun 

tepat waktu

dokumen

Jumlah dokumen DPA 

SKPD yang disusun 

tepat waktu



TW 3  : 0

TW 4  : 1

TW 1  : 4

TW 2  : 2

TW 3  : 2

TW 4  : 2

TW 1  : 25

TW 2  : 50

TW 3  : 75

TW 4  : 100

TW 1  : 57

TW 2  : 57

TW 3  : 57

TW 4  : 57

TW 1  : 3

TW 2  : 4

TW 3  : 3

TW 4  : 6

TW 1  : 25

TW 2  : 50

TW 3  : 75

TW 4  : 100

TW 1  : 4

TW 2  : 3

TW 3  : 2

TW 4  : 1

TW 1  : 25

TW 2  : 50

TW 3  : 75

TW 4  : 100

TW 1  : 4

TW 2  : 0

TW 3  : 3

Jumlah laporan 

keuangan perangkat 

daerah yang disusun 

tepat waktu

dokumen

dokumen

Jumlah laporan kinerja 

perangkat daerah yang 

disusun tepat waktu

dokumen

%

Prosentase rata-rata 

cpaian kinerja 

adminsitrasi 

keuangan peranglat 

daerah

Jumlah ASN yang gaji 

dan tunjangannya 

terbayarkan

orang/bln

Kordinasi dan 

penyusunan 

dokumen DPA 

SKPD

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan

%

Jumlah komponen 

instalasai listrik dan 

penerangan bangunan 

gedung kantor yang 

disediakan

Jenis

Jumlah pegawai yang 

mengikuti bimtek 

implementasi 

perundang-undangan

orang

Adminstrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Prosentase rata-rata 

cpaian kinerja 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Kordinasi dan 

Penyususnan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulan

an dan Smesteran 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

%

Jumlah dokumen DPA 

SKPD yang disusun 

tepat waktu

Prosentase rata-rata 

cpaian kinerja 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan gedung 

kantor



TW 4  : 0

TW 1  : 1

TW 2  : 1

TW 3  : 1

TW 4  : 1

TW 1  : 3

TW 2  : 2

TW 3  : 0

TW 4  : 0

TW 1  : 15

TW 2  : 15

TW 3  : 15

TW 4  : 15

TW 1  : 15

TW 2  : 30

TW 3  : 40

TW 4  : 25

TW 1  : 100

TW 2  : 125

TW 3  : 125

TW 4  : 65

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 0

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 0

TW 1  : 0

TW 2  : 0

TW 3  : 0

TW 4  : 0

TW 1  : 25

Eksamplar

Jumlah komponen 

instalasai listrik dan 

penerangan bangunan 

gedung kantor yang 

disediakan

Jenis

Jumlah bahan logistik 

kantor yang disediakan
Jenis

Jumlah tamu yang 

difasilitasi 

kunjungannya

orang

Jumlah rapat kordinasi 

dan konsultasi yang 

diselenggarakan

Penyediaan 

bahan logistik 

kantor

Penyediaan 

barang cetakan 

dan penggandaan

Penyediaan 

bahan bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan gedung 

kantor

Pengadaan 

sarana dan 

prasarana gedung 

kantor atau 

bangunan lainnya
Prosentase rata 

capaian kinerja 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Penyelenggaraan 

Rapat Kordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Prosentase Barang 

Milik Daerah 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

yang diadakan

Pengadaan mebel

kali

Jumlah bahan bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-undangan 

yang diadakan

Jenis

Jumlah bahan bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-undangan 

yang diadakan

Pengadaan Barang Milik 

daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlahsrana dan 

prasarana gedung 

kantor atau bangunan 

lainnya

Jenis

%

%

Jumlah mebel yang 

diadakan
Jenis



TW 2  : 50

TW 3  : 75

TW 4  : 100

TW 1  : 300

TW 2  : 300

TW 3  : 300

TW 4  : 300

TW 1  : 12

TW 2  : 12

TW 3  : 12

TW 4  : 12

TW 1  : 9

TW 2  : 9

TW 3  : 9

TW 4  : 9

TW 1  : 25

TW 2  : 50

TW 3  : 75

TW 4  : 100

TW 1  : 3

TW 2  : 4

TW 3  : 3

TW 4  : 1

TW 1  : 10

TW 2  : 13

TW 3  : 10

TW 4  : 10

TW 1  : 0

TW 2  : 1

TW 3  : 0

TW 4  : 0

Malili,           Januari 2023                                                           

KEPALA DINAS SOSIAL,PP &PA

Drs. SUKARTI

PKT. PEMBINA  UTAMA MUDA

NIP. 1965021019931015

Orang

Penyediaan Jasa 

Pelayanan umum 

kantor

Prosentase Barang 

Milik Daerah yang 

dipelihara

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

pemeliharaan,Paj

ak, dan Perizinan 

Kendaran Dinas 

Operasional

Prosentase rata 

capaian kinerja 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Penyediaan jasa 

surat menyurat

Penyediaan Jasa 

Komunikasi 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah kendaraan 

dinas yang dipelihara 

dan dibayarkan 

pajaknya ( unit)

Jumlah surat keluar 

dan surat masuk yang 

digendakan

Jumlah rekening listrik 

dan air yang 

terbayarkan (rekening)

Jumlah jasa tenaga 

pelayanan umum 

kantor yang 

terbayarkan (orang)

Jumlah bangunan 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

yang dipelihara (unit)

Unit

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

daerah

Pemeliharaan/Re

habilitasi Gedung 

kantor dan 

bangunan lainnya

%

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin lainnya

Unit

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

dipelihara (jenis )

Unit

Nomor




